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Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum medis dan etika kedokteran itu berlaku di Indonesia
mengatur operasi plastik, rekonstruksi wajah total dan hukum tanggung jawab dokter dan rumah sakit yang
melakukan operasi rekonstruksi wajah, dengan menganalisis praktik total rekonstruksi wajah Pasien X yang
dilakukan di RSUP dr Rumah Sakit Universitas Airlangga. Bentuk penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah normatif penelitian yuridis dengan penelitian deskriptif. Secara hukum, operasi
rekonstruks wajah diatur dalam beberapa pasal yang tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan. Dilihat dari kode etik kesehatan yang berlaku di Indonesia, praktik facial Rekonstruksi termasuk
dalam pelayanan kesehatan kuratif, yaitu kegiatan dan / atau a

serangkaian kegiatan medis yang bertujuan menyembuhkan penyakit. Dalam praktiknya total wajah
rekonstruks Pasien X, unsur kerusakan yang diderita pasien bukanlah a akibat kelalaian dokter karena
dokter telah melaksanakan kewajibannya untuk berjuang untuk mengubah bentuk dan meningkatkan fungsi
wajah Pasien X, sehingga menjadi dokter tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam hukum perdata.
Teori sentral paling tepat tanggung jawab digunakan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit atas
tindakan rekonstruksi dokter dalam praktek rekonstruks wajah, karena di operasi rekonstruktif, terutama
kasus-kasus sulit memerlukan banyak ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan rumah sakit dapat
menggunakan konselor dan dokter yang tidak terus berlatih di rumah sakit. Diperlukan peraturan yang
memadal untuk mengatur rekonstruksi wajah sebagai diuraikan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri Kesehatan.
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This study aims to analyze how the medical law and medical ethics apply in Indonesia regulating plastic
surgery, total facial reconstruction and the legal responsibilities of doctors and hospitals that perform facial
reconstruction surgery, by analyzing the total practice of facial reconstruction in Patient X which is carried
out in RSUP from Hospital Airlangga University. The form of research used in this study isjuridical
normative research with descriptive research. Legally, facial reconstruction operations are regulated in
severa articleslisted in Law No. 36 of 2009 concerning Health. Judging from the health code of ethics that
appliesin Indonesia, the practice of facial Reconstruction isincluded in curative health services, namely
activitiesand / or aa series of medical activities aimed at curing diseases. In practice the total facial
reconstruction of Patient X, the element of damage suffered by the patient is not due to the negligence of the
doctor because the doctor has carried out his obligation to struggle to change the shape and improve the
facial function of Patient X, so that becoming a doctor cannot be held accountable in civil law. The most
appropriate central theory of responsibility is used in determining the hospital's responsibility for physician
reconstruction actions in the practice of facial reconstruction, because in reconstructive surgery, especially
difficult cases require many experts from various disciplines, and hospitals can use counselors and doctors
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who do not continue to practice in the hospital. Adequate regulations are needed to regulate facial
reconstruction as described in Government Regulations and Minister of Health Regulations.



